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Kata Kunci Abstrak

GEDSI Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pelaksanaan
program pendidikan politik berbasis Gender Equality, Disability, and
Social Inclusion (GEDSI) yang dilaksanakan di Kecamatan Antapani, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan
adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif,
dan studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan pendidikan
politik berbasis GEDSI bagi kader penggerak perempuan ini adalah
memberikan pemahaman mendalam pengetahuan dan keterampilan
yang memfasilitasi partisipasi mereka dalam proses advokasi politik.
Melalui strategi yang bersifat partisipatif dan bottom-up, pendidikan
politik berbasis GEDSI memberikan kader perempuan alat yang
efektif untuk memperkuat kapabilitas mereka. Sebagai hasilnya, kader
perempuan yang teredukasi secara holistik diharapkan dapat berperan
aktif dalam menciptakan tatanan politik yang lebih inklusif, demokratis,
dan berkeadilan.
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Keywords Abstract

GEDSI The study aims to analyze the implementation of the Gender Equality,
Disability, and Social Inclusion (GEDSI) based political education
program conducted in Antapani Disctrict, Bandung City, West Java
Province. The research approach used is qualitative with a descriptive
method. The data collection techniques include in-depth interviews,
participatory observation, and literature study. The research findings
show that the GEDSI-based political education for mobilizing female
cadres provides a deep understanding of the knowledge and skills
that facilitate their participation in the political advocacy process.
Importantly, this education equips female cadres with practical tools
to strengthen their capabilities. As a result, holistically educated female
cadres are expected to play an active role in creating a more inclusive,
democratic, and just being a political order.
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Pendahuluan

Di Indonesia, budaya patriarki menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah
politik ataupun pemerintahan mengingat urusan politik dianggap “keras, kotor dan tidak
pantas untuk perempuan”. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal lainnya yang menjadikan
budayapatriarkimelekatdalamranahpolitikadalah,berbagairegulasinegarayangdianggap
belum ramah gender dan cenderung bias gender (Zehav, 2018). Saat ini isu kesetaraan
gender menjadi dominan dalam program pembangunan, tidak hanya di Indonesia tetapi
juga di dunia. Sistem dan arah kebijakan pemerintah terhadap isu perempuan sebenarnya
kian responsif gender. Representasi partisipasi perempuan terlibat dalam lingkup politik
dianggap tetap rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan sering dipakai
sebagai alat legitimasi saja (Nurcahyo, 2016).

Kader politik perempuan yang belum memiliki kapabilitas sehingga masih terjebak dalam
asumsi kultural dan sosial. Di Indonesia, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender
belum mencapai puncaknya, dan masyarakat masih terlibat dalam perdebatan tentang
peran yang seharusnya dimainkan oleh perempuan (Suhada, 2021). Dengan kata lain,
tantangan dan dinamika seputar kesetaraan gender masih menjadi isu yang relevan dan
menjadi bagian dari perbincangan di tengah masyarakat. Sering kali perempuan dianggap
sebagai kaum inferior yang mana dipersepsikan sebagai sosok feminin dan lemah lembut,
sehingga dianggap tidak cocok mencalonkan diri sebagai pemimpin pada iklim organisasi
(Nurbayani et al., 2019).

Pada hasil Pemilu tahun 2019 menunjukkan bahwa persentase keterwakilan perempuan di
Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) sebesar 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan
dari keseluruhan anggota sebesar 575 anggota DPR RI. Hal ini menunjukkan target
keterwakilan perempuan yang seharusnya 30% belum terlaksana secara efektif (Mazrieva,
2022). Penelitian Asmorojati (2019) juga mengungkap bahwa, perempuan yang menjadi
kader politik terkesan hanya bentuk tindakan afirmatif dalam upaya pencapaian kuota
30% semata, di mana permasalahan pengetahuan dan keterampilan sebagai kader politik
masih lemah. Sementara itu, penelitian Krook & Sanin (2020) juga mengungkap bahwa,
keterlibatan perempuan dalam politik masih terbelenggu dalam kekerasan baik secara
fisik, psikologi, seksual, hingga ekonomi. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan
dalam partisipasi politik baik secara struktural maupun kultural.

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai sebuah agenda yang dapat bermanfaat bagi
pembangunan bangsa, berkenaan dengan menumbuhkan kesadaran mereka menjadi
bagian dari warga negara. Peran pendidikan politik bagi perempuan menjadi salah satu
akar yang dapat bermanfaat mengasah kemampuan perempuan agar mampu memberikan
kontribusinya dalam tata kelola pemerintahan dengan baik. Menurut Sahu & Yadav
(2018) sosiolog Amerika Burns, Schlozman, dan Verba menyatakan bahwa pendidikan
adalah faktor kuat yang mempengaruhi partisipasi politik laki-laki dan perempuan di
Amerika Serikat. Dengan demikian, adanya pendidikan politik bagi perempuan dengan
pendekatan GEDSI dapat berperan secara langsung dalam memperoleh pengetahuan dan
keterampilan komunikasi berguna untuk debat publik, dan pelatihan langsung dalam
analisis politik melalui kursus dengan konten peristiwa terkini. Sedangkan, efek secara tidak
langsungnya banyak dan termasuk manfaat sukarela dalam keterlibatan pada organisasi,
mengembangkan keterampilan sipil kerja sama dan negosiasi, dan memperoleh birokrasi
dan keterampilan organisasi yang berguna untuk kegiatan politik (Widiyaningrum, 2020).

Perlunya pendidikan politik bagi perempuan merupakan upaya dalam membangun sebuah
nilai dominan kekuasaan yang terdiri dari indikator kesanggupan (faculty), kemampuan
(ability), kepandaian (skill), dan kecakapan (capacity). Diharapkan dengan partisipasi
perempuan dalam pendidikan politik dapat menjadikan perempuan tidak hanya dinilai
secara partisipatif saja, tetapi perempuan memang memiliki kapabilitas terlibat dalam
kontestasi politik (Wasi, 2020). Adanya partisipasi perempuan dalam politik dapat
berkontribusi dalam upaya menciptakan ekosistem proses pengambilan keputusan bersifat
partisipatif, responsif, adil, inklusif, dan dapat memajukan status perempuan dengan
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mengkatalisasi dampak jangka panjang yang luas (Varghese, 2020).

Urgensi pendidikan politik bagi perempuan dengan perspektif GEDSI merupakan
salah satu upaya yang dinilai penting diberikan pada perempuan di Indonesia. Dengan
adanya pendidikan politik ini, perempuan diharapkan lebih sadar akan hak-hak politik
mereka, lebih aktif dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan, serta mampu
memperjuangkan kepentingan mereka di berbagai tingkatan pemerintahan. Jangka
panjangnya dengan adanya pendidikan politik dengan perspektif GEDSI akan membantu
mengurangi kesenjangan gender dalam representasi politik dan mendorong terciptanya
kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Keterlibatan
perempuan dalam politik, seyogyanya menjadi kesempatan yang cukup besar untuk
terlibat secara aktif, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik yang menetapkan batas minimal 30% untuk pengelolaan partai
politik sebagai perempuan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum yang mengatur minimal batasan 30% untuk pengawasan setiap parpol adalah calon
perempuan.

Menurut Pratiwi et al., (2022) pendekatan GEDSI menjadi bentuk pendekatan upaya untuk
memastikan setiap individu dari semua latar belakang, termasuk perempuan dan orang-
orang yang beragam gender, penyandang disabilitas dan orang-orang yang menghadapi
bentuk lain dari marginalisasi, dapat mengakses, menggunakan, berkontribusi secara
adil. Adanya pendekatan GEDSI digunakan untuk mencegah kerugian yang tidak
diinginkan, pengucilan dan marginalisasi lebih lanjut dari kelompok berisiko, dan untuk
mempromosikan hak-hak mereka, peluang dan manfaat yang adil (van der Vleuten & van
Eerdewijk, 2020)

Dalam konteks pendidikan politik, pendekatan GEDSI memainkan peran sentral
dalam memastikan bahwa seluruh individu, termasuk perempuan dan kelompok-
kelompok terpinggirkan, memiliki akses yang setara terhadap pengetahuan politik,
proses pembelajaran, dan peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan kebijakan.
Pendidikan politik seyogyanya sangat terkait dengan tujuan dalam pengembangan
keterampilan partisipasi politik yang tidak hanya dikhususkan bagi laki-laki saja, tetapi
juga perempuan. Dalam hal ini pendekatan GEDSI menegaskan bahwa aspek kesetaraan
pendidikan diperlukan guna pengembangan keterampilan partisipasi politik terutama yang
tidak dipandang dari gender tertentu. Partisipasi politik dengan keterlibatan perempuan
menjadi salah satu prasyarat mendasar bagi kesetaraan gender dan demokrasi saat ini.
Menurut UN Women Asia and the Pacific (2019) studi menunjukkan jumlah perempuanyang
lebih tinggi di parlemen umumnya berkontribusi pada perhatian yang lebih kuat terhadap
isu-isu perempuan. Dengan demikian, implementasi pendekatan GEDSI juga menjadikan
partisipasi politik perempuan sebagai salah satu pilar yang dapat menjadikan tata kelola
pemerintahan lebih baik dan adil. Berdasarkan, uraian permasalahan di atas, pendidikan
politik berbasis GEDSI telah menjadi fokus penelitian ini dengan tujuan menganalisis
dampaknya terhadap peningkatan kapasitas kader perempuan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi sejauh mana pendidikan politik GEDSI dapat memberdayakan
kader perempuan, meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu GEDSI.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut
Aspers & Corte (2019) penggunaan pendekatan kualitatif didasarkan pada penelaahan
masalah yang akan mengkaji sebuah interpretasi terhadap sebuah masalah sosial.
Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang
pengalaman, persepsi, dan pandangan kader perempuan perkotaan terkait pendidikan
politik berbasis Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

Informan pada penelitian ini merupakan kader perempuan perkotaan yang terdiri dari
10 informan, di Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan
Kecamatan Antapani sebagai fokus penelitian ini, karena Kecamatan Antapani merupakan
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salah satu kecamatan yang memiliki representatif sebagai area perkotaan dengan
karakteristik khusus yang relevan dengan penelitian ini. Keberagaman karakteristik sosial,
ekonomi, dan budaya di Kecamatan Antapani dapat memberikan gambaran yang kaya dan
mendalam tentang bagaimana pendidikan politik berbasis GEDSI diimplementasikan,
sehingga dapat mempengaruhi kader perempuan. Informan dipilih berdasarkan tingkat
keterlibatan politik mereka. Memilih kader perempuan yang aktif dalam kegiatan advokasi
politik akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak pendidikan politik
terhadap partisipasi mereka sebagai agen masyarakat.

Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan
studi literatur terkait pendidikan politik. Wawancara mendalam dilakukan selama tiga
bulan dimulai bulan September hingga November tahun 2023, yang bertujuan untuk
memahami pandangan, pengalaman, dan persepsi kader perempuan terkait implementasi
pendidikan politik dan GEDSI. Observasi partisipatif digunakan untuk mendapatkan
pemahaman langsung tentang kegiatan pendidikan politik yang diikuti oleh kader
perempuan. Dan terakhir, studi literatur dilakukan terhadap materi pendidikan politik dan
kebijakan terkait GEDSI.

Teknik analisis data yang muncul dari wawancara dan observasi akan diidentifikasi
dengan analisis coding. Menurut Mohajan & Mohajan (2022) teknik analisis coding dapat
dikategorisasi menjadi tiga proses yang terdiri dari open coding, axial coding, dan selective
coding. Penggunaan coding menjadi proses analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi
konseptual dalam mengembangkan teori terkait kegiatan pendidikan politik berbasis
GEDSI yang diikuti oleh kader perempuan perkotaan. Temuan merujuk pada bagaimana
dampak pendidikan politik berbasis GEDSI pada peningkatan kapasitas kader perempuan.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan politik memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan individu
untuk memahami visi dan strategi politik. Pendidikan politik harus dapat memberdayakan
individu untuk berperan aktif dalam memotivasi kesadaran akan supremasi politik dan
dinamika politik. Sebagai upaya sadar, pendidikan politik bertujuan membangun kesadaran
politik masyarakat, yang pada dasarnya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai
warga negara (Dauletova et al., 2022)the underrepresentation of women in the political
sphere remains unchanged. Using the case of the Sultanate of Oman, this paper endeavors
to analyze the reasons behind the persistent political disesmpowerment of women in the
Middle East and North African region through the lens of public opinion. The findings are
based on 288 surveys conducted with two groups of participants —a group of undergraduate
and postgraduate students majoring in political science, and a group of Omani citizens
with no political education. These findings confirm the impact of both formal (government
driven. Sejalan dengan hal tersebut, Bila melihat definisi Pendidikan Politik menurut
Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 adalah “proses pembelajaran dan pemahaman tentang
hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara”. Maka pendidikan politik sering dianggap sebagai bagian dari politik sosialisasi
yang dilakukan agar setiap orang menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam
kehidupan politik.

Berbicara mengenai penerapan GEDSI tidak hanya dianggap sebagai aspek fundamental
dari hak asasi manusia dan keadilan sosial, tetapi juga sebagai prasyarat untuk
meningkatkan proses pembangunan secara keseluruhan. Keterlibatan setara dari semua
individu, termasuk mereka yang berada dalam kelompok berisiko seperti manula, anak-
anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, dianggap krusial untuk mencapai lembaga
pemerintahan yang baik, efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (Fatonie
et al.,, 2022). Kesetaraan partisipasi ini dianggap sebagai kunci untuk meraih potensi
penuh masyarakat dalam membangun sistem yang adil dan berkelanjutan. Penerapan
GEDSI mencakup upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber
daya, peluang, dan hak-hak dasar. Dengan memastikan bahwa semua individu memiliki
hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, masyarakat dapat
mencapai efektivitas dan keadilan dalam lembaga pemerintahan. Kesetaraan partisipasi
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juga membuka pintu bagi kontribusi yang beragam dan berdaya saing dari seluruh lapisan
masyarakat, menciptakan fondasi untuk inovasi dan perkembangan yang berkelanjutan
(Anduiza et al., 2019)emotional, and moral components, and that they have the potential
to narrow socioeconomic gaps in participation. Using survey data from nine European
countries, our results show that populist attitudes are positively related to expressive non-
institutionalized modes of participation (petition signing, online participation and, in some
contexts, demonstrating. Oleh karena itu, GEDSI bukan hanya menjadi agenda hak asasi
manusia, tetapi juga menjadi landasan untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif
dan berkelanjutan di semua tingkatan masyarakat.

GEDSI menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan proses pembangunan dengan
mengadopsi komitmen terhadap prinsip “leaving no one behind” ” (Rahmadhani & Sholeh,
2021). Dalam implementasinya, penerapan GEDSI perlu mengeksplorasi potensi serangan
balik dan penolakan dari pemegang kekuasaan, risiko dan bahaya yang dihadapi oleh
perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok terpinggirkan, termasuk kekerasan
dan pengucilan. Selain itu, GEDSI juga harus mempertimbangkan potensi risiko dalam
memelihara atau memperkuat ketidaksetaraan yang dapat menjadi norma kekerasan
dan pengucilan. Dengan melakukan analisis GEDSI, suatu kegiatan dapat dirancang dan
dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, sehingga memungkinkan
perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok terpinggirkan untuk berpartisipasi,
mempengaruhi, dan memimpin kegiatan tersebut secara inklusif (Umboh et al., 2022).

Pendidikan Politik berbasis Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
diperkenalkan dengan tujuan untuk menciptakan kegiatan yang “sensitif GEDSI”.
Pendekatan sensitif GEDSI ini mencakup upaya untuk menyadari dan mengatasi
ketidaksetaraan yang mungkin dihadapi oleh kelompok tertentu dalam akses terhadap
sumber daya, perlindungan, dan kesempatan. Selain itu, hal ini juga melibatkan evaluasi
dampak program dan kebijakan terhadap kelompok-kelompok tersebut, serta upaya
untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan dan program.
Menurut Malihah et al,, (2023) dengan menggunakan pengetahuan dari analisis GEDSI,
sebuah kegiatan dapat dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek
dengan pendekatan yang tidak merugikan kelompok perempuan, penyandang disabilitas,
atau kelompok terpinggirkan. Pendidikan politik berbasis GEDSI dirancang untuk
menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap kader perempuan dapat belajar,
berkontribusi, dan memimpin tanpa menghadapi hambatan yang tidak adil. Dengan
demikian, pendekatan ini bukan hanya tentang pencegahan ketidaksetaraan, tetapi juga
tentang memberdayakan setiap individu agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam
dinamika politik dengan adil dan merata.

Partisipasi politik perempuan dan tata pemerintahan yang baik, dinilai dapat memastikan
bahwa proses pengambilan keputusan bersifat partisipatif, responsif, adil dan inklusif.
Proses menganalisis informasi tentang konteks pendidikan politik berbasis GEDSI ini
bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dan sumber daya pembangunan ditargetkan
secara efektif dan adil, dan bahwa setiap dampak negatif dari intervensi pembangunan
dapat terjadi pada perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok yang terpinggirkan,
atau pada hubungan gender, berhasil diantisipasi dan dihindari. Perempuan sejatinya
memegang peranan penting dalam pembangunan politik (Shabnam, 2019). Perempuan
bukan objek tapi subjek politik yang mana perempuan memiliki hak dan kewajiban yang
sama dengan laki - laki. Namun nyatanya keterlibatan perempuan dalam politik hingga
kini masih belum ideal. Peran perempuan menjadi sebuah representasi demokrasi yang
mencakup dimensi inklusi, pengakuan perempuan, serta komitmen kesetaraan gender.
Salah satu pilar kerja UN Women adalah memajukan partisipasi politik perempuan dan
tata pemerintahan yang baik, untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan
bersifat partisipatif, responsif, adil, dan inklusif. Upaya difokuskan melalui titik masuk
strategis yang dapat memajukan status perempuan dengan mengkatalisasi dampak jangka
panjang yang luas.

Demokrasi tidak hanya sebatas berbicara regulasi sebagai prosedur untuk mengamankan
representasi kelompok seperti perempuan dan minoritas melalui kuota, tetapi juga
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berfokus pada peningkatan partisipasi perempuan itu sendiri (Alonso & Lombardo, 2018.)
Oleh karena itu, demokrasi yang adil gender perlu didukung regulasi yang ramah gender.
Kebijakan demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi
mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan
yang lebih luas dan bermakna. Demokrasi inklusif tidak hanya sebatas memberikan
kesempatan formal bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik, melainkan juga
menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong perempuan untuk berperan
secara aktif dan berdampak positif dalam pembuatan keputusan (Behl, 2019). Hal ini dapat
dilakukan melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan politik, pelatihan
kepemimpinan, dan dukungan infrastruktur yang memfasilitasi partisipasi mereka.

Pelaksanaan pendidikan politik bagi kader perempuan bertujuan untuk menumbuhkan
dan membentuk kesadaran politik. Pendidikan politik diarahkan pada upaya agar setiap
individu menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Westheimer
dan Kahne (2004) menyoroti fokus pendidikan politik dalam memahami bagaimana sistem
demokrasi pemerintahan beroperasi, mengajarkan bagaimana kelompok kepentingan
mengejar tujuan mereka, serta menganalisis proses kekuasaan dalam berbagai institusi
politik, ekonomi, dan lainnya. Dengan demikian, pendidikan politik perempuan menjadi
instrumen penting untuk menciptakan partisipan yang sadar dan berkompeten dalam
konteks kehidupan politik (Veugelers & Groot, 2019). Dalam konteks kader perempuan,
pendidikan politik bukan hanya tentang memahami proses demokrasi, tetapi juga tentang
memberikan pemahaman mendalam mengenai peran kader perempuan dalam membentuk
arah kebijakan, mengatasi ketidaksetaraan, dan mempromosikan keadilan gender.
Pendidikan politik perempuan memungkinkan kader perempuan untuk mengidentifikasi
dan mengartikulasikan kebutuhan serta aspirasi perempuan dalam berbagai konteks
politik. Sebagai instrumen transformasi, pendidikan politik perempuan menjadi landasan
bagi partisipasi yang bermakna dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perempuan
dalam ranah politik dan sosial.

Dalam proses pendidikan politik aspek edukasi menjadi fokus pembentukan pengetahuan
bagi kader perempuan. Hal ini memiliki peran penting dalam mendorong kontribusi
perempuan dalam mengadvokasi regulasi kebijakan yang setara dan demokratis. Dalam
konteks ini, pendidikan politik bagi kader perempuan diharapkan dapat memperkuat
kapabilitas perempuan yang mendukung prinsip demokrasi dan menjauhkan diri dari
praktik politik yang bersifat tidak etis (Sahu & Yadav, 2018). Harapannya kader perempuan
inilah yang dapat berperan sebagai mediator yang menyuarakan aspirasi keputusan politik
yang adil untuk semua pihak. Dengan demikian, pendidikan politik perempuan menjadi
kunci untuk memperkuat peran perempuan dalam konteks politik yang demokratis
dan beretika. (Wahyuni et al., 2022). Prinsip-prinsip demokrasi dan etika politik yang
diimplementasikan pada kader perempuan diharapkan mampu memimpin dengan
integritas, menyuarakan kebutuhan masyarakat, dan berkontribusi secara berkelanjutan
dalam proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini bukan hanya tentang memberdayakan
perempuan secara individu, tetapi juga membentuk agen perubahan yang dapat
memperkuat fondasi politik yang adil dan inklusif.

Pelaksanaan pendidikan politik pada kader perempuan perlu mengedepankan pemberian
pengetahuan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mengarah pada pengembangan
keterampilan praktis. Pengetahuan dan keterampilan praktis ini menjadi kunci dalam
memberikan strategi politik yang relevan untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan
dan kemandirian perempuan dalam partisipasi mereka dalam kontestasi politik. Dengan
pemahaman mendalam tentang isu-isu gender dan keadilan sosial, kader perempuan
yang terlibat dalam program ini dapat berperan sebagai agen perubahan yang efektif
dalam masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk membangun jaringan kolaboratif,
memobilisasi dukungan masyarakat, dan mengadvokasikebijakan yangbersifatinklusif dan
merata. Pentingnya pendidikan politik yang tidak hanya bersifat teoritis semata tetapi juga
praktis dalam menciptakan kader perempuan yang handal dan berkompeten tidak boleh
diabaikan. GEDSI telah membuktikan bahwa investasi dalam pengembangan keterampilan
praktis dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam partisipasi dan
kontribusi perempuan dalam kehidupan politik. Program ini menjadi contoh inspiratif
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tentang bagaimana pendidikan politik dapat menjadi motor penggerak kemajuan menuju
masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.

Selain itu, program ini juga memberikan peluang bagi kader perempuan untuk
mengembangkan keberanian dan kemampuan berbicara diforum publik. Dengan demikian,
mereka dapat lebih percaya diri dalam menyuarakan aspirasi dan pandangan mereka,
membuka pintu bagi dialog yang lebih inklusif dalam proses pengambilan keputusan
politik. Keberanian dan kemampuan berbicara yang dikembangkan oleh kader perempuan
melalui program ini bukan hanya berdampak pada partisipasi individu mereka, tetapi juga
memberikan kontribusi positif secara keseluruhan. Dengan meningkatnya keterlibatan
kader perempuan dalam forum publik, tercipta ruang diskusi yang lebih pluralistis dan
mencerminkan keberagaman pandangan dalam masyarakat (Asmorojati & Muhammadi,
2021).

Dalam konteks pengambilan keputusan politik, kehadiran kader perempuan yang
percaya diri membuka jalan untuk perwakilan yang lebih adil. Mereka dapat secara efektif
menyuarakan aspirasi dan pandangan kelompok-kelompok yang mungkin sebelumnya
kurang terwakili atau diabaikan dalam proses kebijakan. Hal ini tidak hanya merangsang
dialog yang lebih inklusif, tetapi juga menghasilkan keputusan yang lebih holistik dan
berdaya tahan terhadap perubahan (Dauletova et al., 2022)the underrepresentation of
women in the political sphere remains unchanged. Using the case of the Sultanate of Oman,
this paper endeavors to analyze the reasons behind the persistent political disempowerment
of women in the Middle East and North African region through the lens of public opinion.
The findings are based on 288 surveys conducted with two groups of participants — a
group of undergraduate and postgraduate students majoring in political science, and a
group of Omani citizens with no political education. These findings confirm the impact of
both formal (government driven. Kader perempuan mampu memberikan kontribusi yang
berharga terhadap identifikasi solusi yang komprehensif untuk tantangan sosial. Mereka
tidak hanya menjadi representasi, tetapi juga agen yang mendorong kebijakan yang
mengakomodasi kebutuhan beragam masyarakat. Dengan melibatkan berbagai elemen
masyarakat, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan
harapan masyarakat secara keseluruhan. Dalam proses ini, kader perempuan memainkan
peran kunci sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan, menciptakan fondasi yang
kuat untuk pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Program pendidikan politik GEDSI bukan hanya sekadar membekali kader perempuan
dengan keterampilan individu, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi
pemimpin yang mampu memimpin perubahan menuju masyarakat yang lebih demokratis
dan berkeadilan. Keberanian mereka untuk berbicara dan menyuarakan aspirasi menjadi
pendorong penting untuk memperkuat esensi demokrasi sebagai wadah bagi semua
suara dalam menciptakan kebijakan dan mengarahkan arah pembangunan masyarakat
(Finnemore & Jurkovich, 2020). Ketika perempuan memegang peran utama dalam proses
pembuatan keputusan politik, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih mencerminkan
keberagaman dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menggarisbawahi
bahwa partisipasi aktif perempuan bukan hanya tentang pemberian suara, melainkan
juga mengenai kontribusi substansial terhadap pembentukan kebijakan yang adil dan
inklusif. Kader perempuan tidak hanya diberdayakan secara individu, tetapi juga diarahkan
untuk memahami peran strategis mereka dalam membentuk landscape politik yang lebih
demokratis. Dalam konteks inilah keberanian mereka untuk berbicara dan menyuarakan
aspirasi menjadi kunci untuk menciptakan perubahan positif dan mengarahkan
pembangunan masyarakat menuju arah yang lebih berkeadilan (Dolan et al., 2021).

Dukungan melalui pematerian pendidikan politik perempuan menjadi elemen penguatan
yang memberikan capacity building saat terlibat dalam arena politik. Materi pendidikan
politik yang disusun khususnya dapat memberikan kemampuan bagi perempuan untuk
berkontribusi dalam mewujudkan tatanan masyarakat madani yang demokratis dan adil.
Menurut Novianti et al., (2022) pentingnya partisipasi partisipatif dan proses botrom-up
dalam perancangan danimplementasi program pendidikan politik perempuan menegaskan
perlunya pendekatan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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Mengintegrasikan partisipasi partisipatif dalam perancangan program pendidikan politik
berbasis GEDSI bagi kader perempuan berarti mengakui keberagaman pengalaman,
kebutuhan, dan aspirasi yang dimiliki oleh perempuan dalam masyarakat. Pendekatan
ini memungkinkan kader perempuan untuk menjadi agen perubahan yang aktif dan
memberikan kontribusi yang berarti dalam merumuskan solusi atas tantangan-tantangan
yang mereka hadapi.

Pendekatan pendidikan politik berbasis GEDSI bagi kader perempuan yang
diimplementasikan secara formal, seperti melalui sosialisasi dan forum diskusi, memiliki
peran penting dalam memberikan wawasan dan keterampilan kepada perempuan.
Pendekatan grassroot dalam pendidikan politik berbasis GEDSI bagi kader perempuan
menjadi alat dan strategi yang menjadikan proses tersebut berorientasi secara bottom-up.
Pendekatan grassroot ini memberikan wadah untuk pengetahuan dan keterampilan yang
diterapkan secara tidak langsung di dalam komunitas (Ponce et al., 2020). Pendekatan
bottom-up yang melibatkan kader perempuan secara langsung, memungkinkan pendidikan
politik berbasis GEDSI ini menjadi lebih terkait dengan realitas dan kebutuhan, serta
memberikan kesempatan untuk lebih efektif membangun pengetahuan advokasi politik di
tingkat komunitas.

Kesimpulan

Pendidikan politik memiliki peran integral dalam pengembangan kemampuan individu
untuk memahami visi dan strategi politik. Pentingnya kesadaran politik dalam masyarakat
menjadi fokus utama, dengan pendidikan politik sebagai alat untuk membentuk partisipan
yang bertanggung jawab. Penerapan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI) dianggap sebagai prasyarat untuk meningkatkan proses pembangunan secara
menyeluruh, dengan keterlibatan setara dari semua individu di semua tingkatan sebagai
kunci keberhasilan. Pendidikan politik bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan
tentang sistem politik, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan kesadaran yang memotivasi
individu untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik. GEDSI menjadi kerangka kerja yang
memastikan bahwa pendidikan politik mencapai inklusivitas dan mengakui keragaman
individu, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan
lainnya. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, pendidikan politik berkontribusi
pada mewujudkan partisipasi yang setara dan membentuk individu sebagai agen
perubahan yang memahami serta mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan
sosial. Kesadaran politik yang ditanamkan melalui pendidikan menjadi pondasi bagi
masyarakat yang lebih terinformasikan, terlibat, dan memiliki kapasitas untuk membentuk
masa depan politik yang inklusif dan adil.

Program pendidikan politik berbasis GEDSI bagi kader perempuan harus mampu
mengartikan materi secara memberdayakan, memungkinkan perempuan untuk
mengaktualisasikan peran mereka secara terbuka. Mengakui perbedaan perspektif
antara perempuan dan laki-laki, setiap komponen materi pendidikan politik perempuan
diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator yang mempersiapkan perempuan untuk
memiliki kapabilitas mengungkapkan pandangan mereka dalam konteks advokasi
kebijakan yang adil dan demokratis. Implementasi pendidikan politik perempuan, terutama
yang berbasis GEDSI, menjadi instrumen vital untuk menciptakan partisipan yang sadar,
berkompeten, dan memiliki kapabilitas untuk berperan dalam politik. Pengetahuan dan
keterampilan praktis yang diperoleh dari pendidikan politik perempuan diharapkan dapat
memberdayakan perempuan dalam kontestasi politik. GEDSI juga menjadi landasan bagi
pendidikan politik perempuan dalam menciptakan kegiatan yang inklusif, menghindari
dampak negatif, dan memfasilitasi partisipasi aktif dari kelompok-kelompok terpinggirkan.
Melalui pendidikan politik, terutama yang berorientasi GEDSI dan bottom-up, diharapkan
perempuan dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat
madani yang demokratis, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan politik
perempuan dapat menjadi sarana untuk memberdayakan, menciptakan kesetaraan,
dan mempromosikan keadilan dalam dinamika politik serta kehidupan berbangsa dan
bernegara.
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